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PERUBAHAN ATAS PERATUKAN BUPATI KAMPAH HOMO 20 TAHIIN 26101

TENTANG RICNCANA KEILIA PERANGKAT DAKKAN KABUPATIKN KAMPAK

DIINGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ISA,

Menimbang

Mengingat

“

b.

BUPATI KAMPAK,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal OP Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Kala
Pembangunan Daerah, Tata Cara Kvaluasi Kanaan
Peraturan Daerah Tentang Bencana Perabanyunan
Jangka Menenpah Daerah, Serta Tata Cara Pertatsashasasa

Rencana Perabangunan Jangka Menengah Dartah, dan
Rencana Kerja Perangkat Darrah ditetapkan denyan
Peraturan Bupati,

bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2021 disusun webayat
landasan untuk Penyusunan Rencana Kerja Perubahan
Anggaran 2021 dan selanjutnya dituangkan dalarn
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Peranykat
Dacrah Kabupaten Kampar Tahun 2021:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentany Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2021:

c.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25):

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003

3.



Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Repunaa no a
Nomor 4286).

4. Undang-Undang Ncmor 1 Tahun 25

Perbendaharaan Negara (Lembaran Neger:
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Learn? Genta
Republik Indonesia Nomor 4355,

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20U4 tertang Sista
Perencanaan Pembangunan Nasional ILemburar Datar
Republik Indonesia Tahun 2004 Numor 125. Ter von

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor del).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rersana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 205 225
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2057 Ns. or

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor

4700):
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2114
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub-ik indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kau! rak
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 walang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar: Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 358, Tambahus:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun .2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),

11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10):

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157):
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olaan Keuangan Ducran
Bea Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor LS. :

IS Perarusar Menteri esangan Nomer 17 PMK.” 2021
tenyang Pengelsiaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 021 Dalam Rangka Menduxung»

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 13: dan

19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 PMK.O7 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer
1. PNX OS, 2021 genrang Pengelolaan Transier Ke Daerah
an Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mencirung Per

nganar

c
, Pandemi Corona Virus Disease 19

Covic19) dan Dampaxnva:
20.Peraruran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017

Tentang Perubanan Atas Peraturan Daerah Provins! Riau
Nomor 9 Tahun 2009 tenzang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah iRPJPD: Provinsi Riau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerar Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12j:
.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProvinsiRisu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Riau Nomor 3):

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
kadupaten Kampar

r Tahun 2007 Nomor 20):

to —



Menetapkan

23. Peraturan Daerah kahapaten Karmpar s5

25.Peraturan Bupati Kampar Nomor

tentang Pembentukan dan Susunan Peran
Kabupaten Kampar (Lembaran Dacrat ha
Tahun 2016 nomer on sebagaimana tah boa pora
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Karate hap

2020 tentang Perubahan beat WanNomor 6 Tahun
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perbentaran
dan Susunan Perangkat Dacrah— Kabuparen Kg
(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 4020 in onta

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ternama Ben cara
" HPPembangunan Jangka Menengah Dacrah Tahun PU

(Lembaran Dacrah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomar 5
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeran
Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perunahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahan
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Merene us

Ducrah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupateri
Kampar Tahun 2020 Nomor 1):

Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun
2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS'

PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANGP
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2021.

BABI
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut3.
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang5.
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
(!) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun



“

Perubahan Rencana Kerta Perangkat Daerah

Tahun ce

Yarapd 5Perubahan Rem ana here Perangkat Dasar Dat :

Sebanuuntana ep ksund pada ayat SS sub Wa
SIS ICA Ra San berinat

Ar

Bab. Pendakuluan
Bab IL Evaluasi Rona sampa: dengan Tnwutin Ii Tah

yoyMN.
Bab UL Rercasa Kena dan Pendanaan Peran

Daered, gan
Bab IV. Penwup

Pasal 3 .Takur 20.
terdiri dani

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat () Pendidirana.

b.
Cc.

—

Perubahan Rencana Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga,
Perubahan Rencana Kerja Dinas kesehatan,
Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Um

Bangkinang:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakvat dan
Kawasan Pemukiman:
Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam' Kebakaran
dan Penyelamatan:
Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Perubahan Rencana
Masyarakat dan Desa:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan ,

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi.
Informatika dan Persandian,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan,
Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Perubahan Rencana Kerja Dinas
Kebudayaan,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan,

um Daerah

£

j
k

Kerja Dinas Pemberdayaanm.

n.

o.

s.

t.

Pariwisata danu.
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LG
pub Rencana Kerja Dinas Perdana

Vera Kerta
v Perubahan Rename Kena Inspektorar,
Z. Pertabahuan kemana Rena Baen Pata ka

Pembangunan Daerah,
aa. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengcis

dat Aset Dawrah,
Phetahbb. Perubalngn Rencana Kena Badan Pedapata,

Kera Badan KepesawaaCU Perubahan Rencana dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Perubidun Kencana Kerja Sekertartat Daetat.dd.

ce. Perubahan Rencana Kerja Sekretunat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah,
fk Perubuhan Rencana Kerja Badan Kesatuan Banusa dan

Politik:
R8. Perubahan Rencuann Kerja Kecamatan Kampat hui,
hh. Penubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hit.
ii. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hulu.
Uu Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung,J.
kk. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kambang,

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar,
kini Hulu.H.

mm. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampur
nn. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siak Hulu:
oo. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan XUI Koto Kampar:

pp. Perubahan Rencuna Kerja Kecamatan Rumbio Jaya,
gg. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Utara,

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampa,rr.
ss. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salo:
tt” Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang:
uu. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kuok:
vv. Perubuhan Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang Kota:
ww. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri

Tengah,
xx. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hilir,
yy. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Sahilan:
zz. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Perhentian Raja:
aaa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto Kampar Hulu:

Pasal4
Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua
ketentuan sebelumnya yang mengatur Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dinyatakan tidak
berlaku.

"

Pasal 6



Hal-hal yang belum diatur daiam Peraturan Bupati ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 9 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd
YUSRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan seguai dengan aslinya
ALA BAGIAN HUKUM

2TO Buatruman,
SH
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